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Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal

yaitu :

1.

Dari data yang berhasil didapat dan disajikan pada tabel kuesioner alokasi
tanggung jawab dan pemberian kompensasi, didapat data alokasi tanggung
jawab dan alokasi kompcnsasi pada subfaktor-subfaktor keterlambatan
menurut persepsi dari responden, dapat dilihat terdapat banyak perbedaan
antara persepsi antar responden.

Mayoritas responden dari pengguna jasa terlihat berat untuk
memberikan kompensasi tambahan waktu dan biaya. Mereka menilai cukup
dengan hanya memberikan kompensasi penambahan waktu.- Namun pada
beberapa subfaktor-subfaktor keterlambatan yang teridentifikasi merupakan
tanggung jawab dari pengguna jasa, mayoritas pengguna jasa berpendapat
penyedia jasa pantas diberikan kompensasi tambahan waktu dan biaya.
Khususnya pada faktor keterlambatan perencanaan.

Responden dari pihak penyedia jasa menyatakan bahwa faktor
keterlambatan yang teridentifikasi bersumber pada penyedia jasa tidak perlu
mendapatkan kompensasi apapun. Bahkan beberapa dari responden tersebut
menyatakan perlu diberikannya sanksi. Pada faktor keterlambatan yang
dinilai bersumber pada pengguna jasa, para responden seperti enggan untuk

mengajukan permohonan untuk mendapatkan tambahan waktu dan atau
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biaya. Para responden menilai cukup dengan permohonan penambahan waktu
saja Seperti pendapat responden pada faktor keterlambatan; pembayaran oleh
owner, perencanaan, manajemen pemilik dan administrasi birokrasi pemilik.
Para responden menilai bahwa pemberian kompensasi penambahan waktu
sudah cukup.

Responden dari konsultan pengawas terlihat kurang sepakat tehadap
rekomendasi pemberian kompensasi yang mereka berikan. Pada faktor
keterlambatan yang menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa, beberapa
responden dari konsultan pengawas memberikan rekomendasi pemberian
kompensasi tambahan waktu. Padahal apabila sumber keterlambatan di-
identifikasi menjadi tangung jawab penyedia jasa, penyedia jasa tidak berhak
atas kompensasi penambahan waktu. Pada faktor keterlambatan yang menjadi
tanggung jawab pengguna jasa, mayoritas responden menilai bahwa
pemberian kompensasi tambahan waktu dan biaya adalah suatu hal yang
pantas.

. Masing-masing responden dari ketiga kelompok resopnden menyikapi
berbeda atas keterlambatan pada proyek yang mereka tangani.

Beberapa responden dari pengguna jasa menyatakan akan meyikapi
keterlambatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti melakukan rapat
pembuktian atau SCM 1 sampai dengan SCM 3, sebelum melakukan
pemutusan kontrak apabila penyedia jasa dinilai tidak mampu melaksanakan

kewajibannya.
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Sedangkan mayoritas responden dari pihak penyedia jasa akan
menambah jam kerja dan penambahan sumber daya atau melakukan
akselerasi.

Beberapa responden dari konsultan pengawas merekomendasikan
perubahan metode kerja dan beberapa lagi menyerankan melakukan
akselerasi.

Dari hasil kuesioner skenario-skenario keterlambatan didapatkan perbedaan
persepsi terhadap alokasi kompensasi yang dapat diberikan terhadap
skenario-skenario keterlambatan pada masing-masing kelompok responden.
Para responden dari pengguna jasa enggan memberikan kompensasi’
tambahan biaya. Kompensasi tambahan waktu pada skenario keterlambatan
satu dan dua semaata-mata diberkan agar proyek dapat selesai walaupun
penyelesaian proyek terseut tidak sesuai dengan perencanaan. Pada skenario
keterlambatan ketiga, akselerasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang
merupakan perintah atau instruksi dari pengguna jasa. menurut FIDIC MDB
Sub-Klausa 8.6, penyedia jasa berhak atas kompensasi tambahan biaya atas
akselerasi yang di-instruksikan. Namun, pengguna jasa tidak memberikan
kompensasi apapun karena proyek selesai tepat waktu, dan menganggap hal
tersebut memang merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa terlepas dari
kejadian yang terjadi selama masa konstruksi berlangsung.

Jawaban responden dari penyedia jasa pada setiap skenario

keterlambatan selalu tidak menemui kesepakatan kecuali pada skenarioi
keterlambatan ke-tiga dimana mayoritas jawaban sesuai dengan FIDIC MDB

Sub-Klausa 8.6 yang menyatakan akslerasi atas indtruksi dapat diberi
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kompensasi tambahan biaya. Pada skenario keterlambatan satu, jawaban dari
responden penyedia jasa terbagi antara kompensasi tambahan waktu saja serta

tambahan waktu dan biaya.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagaimana disampaikan dalam Bab 4.4.

oleh karena itu penelitian ini menyarankan ada penelitian lanjutan terkait dengan:

1.

Responden pada penelitian ini masih terbatas dari pelaku konstruksi pada
lingkungan proyek pemerinah, pada penelitian ini adalah pada lingkungan
Kementeirian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada praktiknya
permasalahan pemberian kompensasi tidak hanya' terjadi pada proyek
pemerintah saja, namun dapat saja terjadi pada proyek non pemerintah.
Pengetahuan responden tentang keterlambatan proyek, skema pemberian
kompensasi serta Concurrent delay masih merupakan suatu nama yang
asing bahkan pada responden yang sudah berpengalaman. Beberapa
respoden menyatakan tidak tahu bentuk kompensasi apa dan berapa banyak
yang dapat diberikan atas keterlambatan tertama pada concurrent delay.
Ada baiknya pemerintah membuat suatu payung hukum atau Pecraturan
Menteri yang membahas tentang masalah ini, agar pengambilan keputusan
dimasa yang akan datang akan lebih mudah dan tidak terjadi perselisihan.
Responden pada penelitian ini masih melibatkan para pelaku konstruksi
yang pada organisasinya bukan berposisi scbagai pelaku kebijakan dan
pengambil keputusan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat
melibatkan responden yang merupakan pelaku kebijakan dan pengambil

keputusan pada organisasi dimana responden bekerja.
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4. Berdasarkan pengamatan penulis, pemberian kompensasi penambahan
waktu yang diberikan oleh pengguna jasa terhadap penyedia jasa kerap kali
tidak segera diikuti dengan penyesuaian pada kontrak untuk konsultan
pengawas. Penambahan waktu untuk penyedia jasa yang menyebabkan
memanjangnya ugas dari konsultan pengawas diperlukannya juga

penyesuaian atas masa tugas terhadap proyek tersebut.

(oaa)
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